
 

 

ABSTRAK 

Pausi: Analisis Yuridis Status Kerja Suami Isteri Pada PT. BPRS HIK 

Parahyangan Kabupaten Bandung  Dihubungkan Dengan Pasal 153 Huruf F 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

Saat ini beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah, maupun swasta, 

menetapkan suatu klausul yang membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan 

antara sesama karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Salah satu 

peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan tersebut adalah pasal 153, 

huruf f, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut 

melarang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan adanya ikatan perkawinan 

antara sesama pekerja. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui status 

kerja suami istri pada satu perusahaan di PT BPRS HIK Parahyangan Kabupaten 

Bandung dihubungkan dengan Pasal 153 huruf F Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja. (2) Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi 

pekerja/buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja di PT. BPRS HIK 

Parahyangan Kabupaten Bandung  

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskripsif 

analisis, dengan spesifikasi yang dilakukan adalah yuridis normative, yaitu 

menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori 

hukum atau disebut juga penelitian hukum yang menggunakan sumber data 

sekunder, yang berupa hukum positif, dan menggunakan metode analisis data 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) PT. BPRS HIK Parahyangan telah 

mengatur mengenai dilarangnya status kerja suami isteri untuk melaksanakan 

perkawinan dengan sesama karyawan, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 

153 huruf f Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan (2) 

Perlindungan terhadap pekerja/buruh telah di atur oleh Pasal 153 huruf f Undang-

undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pekerja/buruh bisa mengajukan 

gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan karena sudah tidak sesuai dengan 

UU Cipta Kerja, dan perusahaan tidak punya alasan yang kuat untuk melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh yang mempunyai ikatan 

perkawinan atau mempunyai ikatan darah lainnya. 
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